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ABSTRAK : Pemerintah daerah selaku kepanjangan tangan dari Negara,menjadi salah satu 
pengemban amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Petani sebagai salah satu pelaku utama dalam 
pembangunan, secara faktual telah banyak memberikan kontribusi bagi kelangsungan 
hidup dasar masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pangan. Akan tetapi hingga 
saat ini masih banyak petani yang belum mendapatkan perlindungan yang sistematis 
dan berkelanjutan. 

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992; 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah 
Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 
40/PERMENTAN/SR.230/7/2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 
Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 
2015; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017.  

- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai : Ketentuan Umum, Asas, Tujuan 
dan Ruang Lingkup, Perencanaan, Perlindungan Petani, Pemberdayaan Petani, 
Pembiayaan dan Pendanaan, Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, Sanksi 
Administratif.  

 

CATATAN  : - Peraturan Daerah ini  mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Agustus 2019  

- Penjelasan : 17  hlm 

 


